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PERBANDINGAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
DI KOTA SAMARINDA
Studi Tentang Implementas K ebijakan Hutan Kota di Kota
Samarinda

Yusrinda Prababeni *

Abstrak
Artikel ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hutan kota
dengan melakukan studi perbandingan (comparative study) di tiga lokasi hutan
kota di Samarinda. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama,
penunjukkan hutan kota sebagai tahap awal penyelenggaraan hutan kota tidak
dijalankan pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada. Kedua, tidak
tersosialisasikannya penetapan hutan kota pada tahun 1992 dan 2005 kepada
pemilik hutan kota dan masyarakat umum. Ketiga, pengelolaan hutan kota yang
tidak terselenggara dengan baik dikarenakan pemerintah hanya melakukan
pengelolaan pada beberapa lokasi milik pemerintah saja. Selain daripada itu,
terdapat persamaan dan perbedaan dalam penyelenggaraan hutan kota dari
ketiga lokas penelitian. Persamaannya dapat dilihat dari ketiga lokas yang
memenuhi standar minimal dari suatu lokas hutan kota meski di luar lokas
tersebut masih terdapat satu hutan kota yang tidak memenuhi standar. Sedangkan
perbedaannya terlihat dari adanya perbedaan perlakuan dalam pengelolaan
hutan kota. Semua hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutan kota masih belum
dilaksanakan sepenuhnya di Kota Samarinda.

Kata Kunci: implementas kebijakan, penyelenggaraan, hutan kota,
perbandingan, Balaikota, Lempake, KRUS Samarinda.

Pendahuluan

Laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk, semabgngunan
dewasa ini yang begitu cepat, telah banyak menguisah dan penampilan
Kota Samarinda. Pesatnya pembangunan menyebabkagia® besar kawasan
hijau di Kota Samarinda telah banyak yang disulamjadi pusat perbelanjaan,
pertokoan, perumahan, areal pertambangan, dasdaegainya. Perubahan yang
terjadi sebagai akibat dari pembangunan, telah aleng degradasi kerusakan
lingkungan yang luar biasa.

Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, kargmenekanan
pembangunan kota yang lebih melihat pada aspekurpbuhan ekonomi,
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sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk paéddangunan. Secara
perlahan namun pasti, Kota Samarinda telah beruof@fjadi kota yang penuh
permasalahan lingkungan hidup. Misalnya krisis ddmana-mana, hujan yang
kemudian mengakibatkan banjir, kemacetan yang matnpolusi udara, serta
semakin berkurangnya kawasan hijau di Kota Samarindermasalahan-
permasalahan yang telah terjadi tersebut tentu tekglt sesuai dengan slogan
Kota Samarinda yaitu Kota “TEPIAN” yang merupakargkatan dari Kota yang
Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman.

Sudah barang tentu degradasi lingkungan tak dafmarkan terus
menerus berlangsung. Salah satu jalan keluar umtetkgatasi kemelut akibat
terjadinya proses degradasi lingkungan yang mergamperkotaan adalah upaya-
upaya pembangunan yang dilakukan dengan berwawasgkungan melalui
pembangunan hutan kota.

SK Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 menukgrkbahwa luas
hutan kota saat ini hanyalah sebesar 690,237 hdudarKota Samarinda sebesar
718,00 km. Artinya, bahwa luas hutan kota tersebut masih jdari kata cukup
untuk memenuhi persentase sebesar 10% dari wilpgekotaan sesuai dengan
aturan yang termuat pada Pasal 8 Peraturan Peahefdmor 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kota. Dimana untuk memenuhi aturasepéase 10% itu seharusnya
Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 7.180Badnkan, ternyata salah satu
lokasi hutan kota di Kota Samarinda milik PT. Gslioilya memiliki luasan sebesar
0,097 ha yang tidak sesuai aturan pada Pasal S8abllas hutan kota dalam satu
hamparan yang kompak paling sedikit adalah 0,2%&gangnya, dalam aturan ini
juga disebutkan mengenai penyesuaian luas hutandesigan kondisi setempat
dari masing-masing wilayah. Kalimat ini seakan menkan ruang bagi
Pemerintah Daerah untuk mengabaikan keberadaam koiiz

Kita dapat mengamati bahwa para perencana kot# kasing menyadari
pentingnya penyediaan hutan kota. Pemerintah KamaBnda justru lebih
menitikberatkan pada pembangunan gedung, pusatl@eidan, hotel, restoran, dan
lain-lain yang memang menghasilkan keuntungan siia&n

Penyelenggaraan hutan kota terlihat masih belumisseilaksanakan.
Padahal, apabila aturan yang dituangkan dalam uPanaPemerintah Nomor 63
Tahun 2002 tentang hutan kota sudah berjalan debgaar maka seharusnya
seluruh permasalahan lingkungan yang saat ini keng@adapi Kota Samarinda
sudah dapat diminimalisir. Padahal hutan kota ssb&wang Terbuka Hijau
(RTH), harus mendapatkan perhatian dari pemerirtatuk mewujudkan
Samarinda menjadi kota yang berwawasan lingkungan.

Bagaimanapun, penduduk Kota Samarinda berhak umehdapatkan
lingkungan yang nyaman, sehat, dan estetis. Olebnkaitu, mereka perlu
mendapat perlindungan dari berbagai masalah lingguiyang merugikan. Salah
satu cara untuk mencapai peningkatan kualitas lingan adalah dengan
meningkatkan kuantitas dan kualitas penghijauam k@ing perlu ditingkatkan
bentuk dan strukturnya menjadi hutan kota. Hutata k¥ebagai unsur RTH
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diharapkan dapat mengatasi masalah lingkunganrédof@an dengan menyerap
hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas k&tanciptaan hutan kota pada
kota-kota besar di Indonesia menyiratkan kepekeegkungan yang tinggi dari
pihak penentu kebijakan, dan merupakan gebrakahdean yang berani.

Permasalahan akan hutan kota perlu mendapat erhigtusus dari
pemerintah, mengingat pesatnya pembangunan di Bataarinda yang besar
dampaknya bagi kelestarian lingkungan, ditambalgaerkawasan hijau yang
semakin lama semakin berkurang.

Kerangka Dasar Teori
Kebijakan

Parker mendefinisikan kebijakan publik sebagai tsuajuan tertentu,
atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan ditakganakan oleh pemerintah
pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengatu subyek atau sebagai
respon terhadap suatu keadaan yang krisis (Abdila¥y/a2008:51). Sementara,
Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai sé&s@ag kegiatan yang sedikit
banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekyansiagi mereka yang
bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusantemsemdiri (Ismail, 2009:8).
Sedangkan, Van Meter dan Van Horn mendefinisikaplementasi kebijakan
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oletlividu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digamiskdalam keputusan
kebijaksanaan. Dari definisi tersebut maka dapestdhui bahwa implementasi
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanyadnjatau sasaran kebijakan;
(2) adanya aktivitas atau sasaran kebijakan tyj{@nadanya hasil kegiatan
(Agustino, 2006:139).

Kebijakan publik memiliki tujuan, sasaran yang benatasi pada
perilaku. Kebijakan publik mengacu kepada apa ya@gerintah secara nyata
lakukan, bukan sekedar pernyataan atau sasarakaimgang diinginkan. Lebih
lanjut beliau mengatakan bahwa kebijakan publikladdaasaran yang terarah
atau bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor aumlah aktor dalam upaya
mengatasi masalah. Definisi ini berfokus pada apagydilakukan, sebagai
perbedaan dari apa yang diinginkan, dan juga umeibedakan kebijakan dari
keputusan. Kebijakan publik dibuat oleh institugingerintah dan pejabatnya
melalui proses politik.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengstai kebijakan
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suafakke. Dalam praktiknya
implementasi kebijakan merupakan suatu proses paggu kompleks bahkan
tidak jarang bermuatan politis dengan adanya ietesiberbagai kepentingan.
Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan beasdipandang perlu untuk
diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijagablik yang harus dilakukan
dan disusun serta disepakati oleh para pejabat lyarvgenang. Ketika kebijakan
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publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijgiallik, maka kebijakan publik
tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan Penyelenggaraan Hutan Kota

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanyeepéangan fisik
kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana deasapana yang ada.
Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarandereceg untuk
meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkajah alam. Keadaan
lingkungan perkotaan menjadi berkembang secaraoekiormamun menurun
secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungdotaen secara ekologi sama
pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasakotaan. Keadaan
tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkdagan lingkungannya
menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisaersebut dan
mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadka harus ada usaha-
usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan nglehyelenggaraan hutan
kota. Hutan kota merupakan salah satu komponengruanbuka hijau.
Keberadaan hutan kota sangat berfungsi sebagaisisidrologi, menciptakan
iklim mikro, menjaga keseimbangan oksigen,)(@an karbon dioksida (G
mengurangi polutan, dan meredam kebisingan. Sélajirberfungsi juga untuk
menambah nilai estetika dan keasrian kota sehibggdampak positif terhadap
kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat (8bh&003).

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah kota yampgaber tentang
penetapan beberapa lokasi hutan kota, Kota Sanaanesniliki kebijakan hutan
kota melalui SK Walikota Samarinda Nomor 178/HK-RK@J5. Sedangkan
aturan yang secara rinci membahas tentang hutandalam bentuk Peraturan
Daerah hingga saat ini masih belum dibuat di Ka@ma&inda. Namun demikian,
aturan mengenai penyelenggaraan hutan kota dapatudipada peraturan yang
lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63wuira 2002 tentang Hutan
Kota. Selain itu, juga terdapat Permenhut Nomor71Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Pasal 4 PP Nomor 63 Tahun 2002 menyebutkan bahmyeleaggaraan
hutan kota meliputi ; (1) penunjukkan; (2) pembaragy (3) penetapan; (4)
pengelolaan. Namun, di dalam penelitian ini pendlanya akan membahas
mengenai penyelenggaraan hutan kota yang difokyskda :

1. Penunjukan hutan kota, yang terdiri dari penunjokksas dan lokasi hutan
kota di Samarinda.
2. Penetapan hutan kota.
3. Pengelolaan hutan kota, yang meliputi kegiatan :
a. Pemeliharaan.
b. Perlindungan dan pengamanan.
c. Pemanfaatan.
d. Pemantauan dan evaluasi.
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Kebijakan penyelenggaraan hutan kota ini akan peRali khususnya di
3 (tiga) lokasi sesuai dengan gradient jarak jaahmytan kota dari pusat kota,
yaitu di Lingkungan Balai Kota, Kas Desa Lempakan Kebun Raya Unmul
Samarinda.

Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota

Perbandingan sering pula disebut dengan kompéeatiiparative) yang
dipahami sebagai perbuatan mensejajarkan sesumiubaberapa objek dengan
alat pembanding. Dari perbandingan ini diperolelsg®maan-persamaan dan
perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objeki¢adjan alat pembandingnya
atau dari objek yang satu dengan objek yang lainnygphart pun
mengemukakan bahwa metode komparatiparative method) itu sebenarnya
sederhana, yakni suatu metode penemuan hubungamiscmptara berbagai
variabel, dan bukan merupakan metode pengukiranald H., 2010:30).

Ada berbagai penyelenggaraan hutan kota yang didekusekilas
banyak lokasi hutan kota yang menggunakan penygéeagn hutan kota yang
sama, akan tetapi akan berbeda hasilnya bila dsanada ciri khas yang tidak
dimiliki oleh hutan kota yang lain karena sistemmymdenggaraan hutan kota akan
disesuaikan dengan kondisi setempat. Persamaarmpatdedaan tersebut akan
menunjukkan keunikan-keunikan yang dimiliki olehtisye hutan kota dalam
penyelenggaraannya. Pada penelitian ini, penelkana membandingkan
penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda sesmgan fokus yang telah
disebutkan sebelumnya di atas.

Perbandingan dalam penyelenggaraan hutan kota dianlai dari
penunjukkan hutan kota, yang terdiri dari penungukkuas dan lokasi hutan kota.
Penentuan luas hutan kota dalam suatu wilayah f@ekoharus proporsional
didasarkan pada luas wilayah, jumlah pendudukk#ingolusi dan kondisi fisik
kota. Selanjutnya, akan membandingkan mengenaitgggare hutan kota yang
dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan pemtmmduwtan kota dengan
Peraturan Daerah, dimana penetapan dan perubaharys@n tanah hak sebagai
hutan kota dilakukan dengan Keputusan Walikota. Baakhir, penulis akan
membandingkan mengenai pengelolaan hutan kota yaalbputi kegiatan
pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pentamfa&rta pemantauan dan
evaluasi. Perbandingan penyelenggaraan hutan mkiotkan dilihat dari 3 (tiga)
lokasi hutan kota sesuai dengan gradient lokaskjguhnya hutan kota dari
pusat kota, yaitu di Lingkungan Balai Kota, Kas ®&empake, dan Kebun Raya
Unmul Samarinda.

Hasil Pendlitian & Pembahasan
Penunjukkan Hutan Kota

Penunjukkan hutan kota adalah penetapan awal suktyah tertentu
sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukaaldm wilayah perkotaan
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baik pada tanah negara maupun tanah hak. Lokaan hkdta yang ditunjuk
merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau wilayahkqaan. Menyadari
pentingnya fungsi hutan kota maka sesuai dengastt?an Pemerintah Nomor
63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, mengatur penanjuiutan kota terdapat
pada Pasal 7, 8 dan 9.

Penunjukkan hutan kota didasari atas program damefntah Kota
Samarinda yang dilaksanakan melalui Bapeldada. Raldan 2001 - 2005
Pemerintah Kota Samarinda melalui Bappedalda mateken perencanaan,
pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota dengan meaigguanggaran DAK-
DR (Dana Alokasi Khusus — Dana Reboisasi). Padanté#003, Pemkot dan
DPRD Kota Samarinda mengesahkan Perda No. 28 T20Q$tentang Kawasan
Lindung di Kota Samarinda. Meskipun masih belum ad@an yang secara jelas
mengatur hutan kota, namun Pemerintah Kota San@ariathp melanjutkan
pembangunan kawasan hutan kota dengan landasamtéxda No. 28 Tahun
2003 tersebut. Melalui instansi Bappedalda, Kotam@&@mmda membuat
perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan Hutannkeigunakan anggaran
DAK-DR (Dana Alokasi Khusus — Dana Reboisasi). Béteselesai membuat
perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan HutardkK®tmarinda, Bappedalda
merekomendasikan ke Pemerintah Kota Samarindad@phlakasi hutan kota di
Wilayah Kota Samarinda untuk diterbitkan SK Wal&oimaka terbitlah SK
Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 Tentang ef@pan Beberapa
Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda @n@5 lokasi yang
ditetapkan sebagai hutan kota di wilayah kota Sentiar

Dari SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 didapatkansihabahwa
total luas hutan kota sebesar 690,237 ha dengaseriase 0,96 % dari luas
wilayah perkotaan. Padahal, Kota Samarinda meniilié wilayah 718,00 kfn
dimana untuk memenuhi aturan minimal sebesar 10% Ildas wilayah
perkotaan, seharusnya Kota Samarinda memiliki hkiata seluas 7.180 ha.
Artinya, terdapat hutang sebesar 6.489,763 ha ratmih memiliki kekurangan
9,04 % untuk membayar kekurangan dari luas hutaa &esuai aturan minimal
sebesar 10% dari wilayah perkotaan. Selain ittarda®K tersebut dicantumkan
salah satu hutan kota yaitu PT. Gani Mulya memililisan sebesar 0,097 Ha.
Luas tersebut tidaklah memenuhi kriteria standauaie dengan aturan yang
tertera pada pasal 8 ayat (2) bahwa luas hutandaléan satu hamparan yang
kompak paling sedikit 0,25 ha.

Selain itu, persebaran hutan kota di masing-masiegamatan di
Samarinda pun tidak merata karena masih terdagac2matan dari total 10
kecamatan yang tidak memiliki hutan kota di wilayetamatannya. Kecamatan
tersebut yaitu Kecamatan Palaran dan KecamatanabSutigang yang tidak
memiliki hutan kota.

Masing-masing kecamatan pun memiliki kekurangararmota yang
sangat signifikan dari jumlah minimalnya. Kritehatan kota di masing-masing
kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 1. Kriteria Luas Hutan Kota Per Kecamatan

Luas Luas Luas K ekurangan Persentase
No K ecamatan Hutan Wilayah Minimal h Per Wilayah
Kota(ha) | (k) (ha) (ha) (%)
1. | Palaran - 221,29 2.212,9 -2.212,9 0
2. | Samarinda llir 6 17,18 171,8 -B65, 0,35
3. | Samarinda Kota 11,56 11,12 111,7 649, 1,04
4. | Sambutan 187 100,95 1.009,5 -822,5 1,85
5. | Samarinda Seberang 15 12,49 124|9 -123,4 0,12
6. | Loa Janan llir 8,697 26,13 261,3 52,803 0,33
7. | Sungai Kunjang 69,75 43,04 430,4 60;85 1,62
8. | Samarinda Ulu 8,98 22,12 221,2 -212,2 0,41
9. | Samarinda Utara 306,75 229,52 2.295,2 81483 1,37
10 | Sungai Pinang - 34,16 341,6 -341,6 0
Kota Samarinda 690,237 718,00 7.180 -6.489,763 0,96

Sumber : Data Olahan dari SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 tentang Penetapan Beberapa Lokasi Hutan
Kota dalam Wilayah Kota Samarinda

Hingga saat ini pun, masih belum ada kompensaspuapayang
diberikan kepada masing-masing pemegang hak atzh tgang lokasinya
dijadikan sebagai hutan kota karena anggaran yamggs minim padahal aturan
tersebut tertera pad®asal 7 Permenhut No. P.71/Menhut-11/2009.

1. Hutan Kota Balai Kota
Hutan Kota Balai Kota ditunjuk menjadi hutan kotgjak tahun 1992
melalui SK Walikotamadya No. 224 Tahun 1992 yargmjutkan kembali
dengan SK Walikota No. 178/HK-KS/2005. Penunjukkagkungan balai
kota sebagai hutan kota telah memenuhi aturan Hudtn dimana hutan
kota balai kota memiliki luas wilayah sebesar 1&4 luas tersebut sudah
lebih dari cukup untuk memenuhi syarat minimum da@tu lokasi untuk
dijadikan sebagai hutan kota yakni sebesar 0,25tiean Kota Balai Kota
berada pada tanah negara, dimana status hak tanatimjliki oleh
Pemerintah Daerah Tingkat Il Kota Samarinda. Keplkam tanah tersebut
dibuktikan dari adanya sertifikat tanah Nomor haR-24 Nomor : 305/
1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Santk pada tanggal
29 Juni 1981. Karena lokasinya yang berada paddntaegara, maka tidak
ada pemberian kompensasi apapun.

2. Hutan Kota Lempake

Penunjukkan hutan kota lempake sebagai hutan kdssarkan atas status
tanahnya yang telah menjadi milik Pemkot sejakustadesa berubah
menjadi kelurahan. Kerena statusnya yang telahdbgrada tanah negara,
maka tidak ada pemberian kompensasi. Penunjukkasiloni dilakukan
oleh Bapeldada di tahun 2004 dengan melibatkan anakgt sekitar. Hutan
kota lempake memiliki luas sebesar 3,5 ha dimams hersebut telah
memenuhi persyaratan dalam penunjukkan suatu |bkdan kota dengan
luas minimum 0,25 ha.
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3. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda

Penunjukkan KRUS sebagai hutan kota tidak melalsgdur karena tidak
berkordinasi terlebih dahulu kepada pihak Univasskulawarman sebagai
pemegang hak atas lahan tersebut. KRUS sangat mbmpersyaratan

sebagai hutan kota karena lokasinya yang memili&s Isebesar 300 ha.
Tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam meikdne kompensasi

terhadap hutan kota yang berada di tanah hak. KB&t&da tanah hak
dengan Universitas Mulawarman sebagai pemegangthakanahnya.

Penetapan Hutan Kota

Kebijakan penetapan hutan kota telah dikeluarkdarsgk dua kali
oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu dalam SK Kyt Samarinda Nomor
224 Tahun 1992 dan SK Walikota Nomor 178/HK-KS/208&netapan pada
tahun 1992 dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan darta@nan, sedangkan
penetapan yang terjadi di tahun 2005 dikeluarka @apeldada yang saat ini
namanya telah berubah namanya menjadi BLH (Badagkungan Hidup).

Penetapan hutan kota dalam SK Walikota Nomor 17882005 di
Kota Samarinda lahir setelah Bapeldada selesai kolda perencanaan,
pembuatan, dan pelaksanaan Hutan Kota dan kemodieskomendasikannya ke
Pemerintah Kota Samarinda agar lokasi hutan koWitiiyah Kota Samarinda
diterbitkan surat penetapannya.

Dari tahun 1992 ke tahun 2005 telah terjadi perateyk hutan kota, baik
dari luasannya maupun jumlahnya. Pada tahun 199%2nhkota di Samarinda
memiliki 12 lokasi dengan total luas hanya seb&d#,177 ha, sedangkan di
tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 25 lokalsiase690,237 ha. Hal tersebut
menunjukkan bahwa hutan kota di Kota Samarinda alang penambahan
lokasi menjadi 13 lokasi dan penambahan luas sel#@s306 ha. Sayangnya,
kebijakan penetapan hutan kota tidak ditinjau kdméekurang-kurangnya 2
tahun sekali sesuai aturan yang tercantum padaksbiga dalam SK Walikota
Nomor 178/HK-KS/2005.

1. Hutan Kota Balai Kota
Secara resmi, lingkungan balai kota pertama k#dtajpkan menjadi hutan
kota pada tanggal 17 Desember 1992 melalui SK Waikadya
Samarinda No. 224 Tahun 1992 dengan luas sebés&@apdimana yang
mengesahkannya adalah Drs. H. A. Waris Husain. tRpae tersebut
kemudian diperbaharui pada Surat Keputusan Walikmeor 178/HK-
KS/2005 dimana walikota yang saat itu sedang mahgdalah H. Achmad
Amins. Pada SK Nomor 178/HK-KS/2005 Lingkungan Balk&ota
mengalami penambahan luas peruntukkan hutan kdtai ydari yang
sebelumnya 6,9 ha menjadi 7,64 ha. Penetapan ggku balai kota
menjadi balai kota tersosialisasikan dengan baigekaruh masyarakat luas
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karena posisinya yang strategis dan terdapatnyanpapma hutan kota.
Mengingat hanya hutan kota ini yang diketahui deanglah masyarakat.

2. Hutan Kota Lempake

Penetapan Kas Desa Lempake sebagai hutan kota kielakui oleh
masyarakat maupun pihak kelurahan setempat. Meslsptusnya yang
berada pada tanah negara, namun penetapan tersetarusnya
disosialisasikan terutama pada masyarakat dimakasilohutan kota
tersebut berad&etidaktahuan ini dapat disebabkan oleh beberagarfa
Pertama, masyarakat yang terlibat saat penunjuigkeah kas desa lempake
sebagai hutan kota hanya diketahui oleh beberajfgamdan saja seiring
dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kpdonatapan hutan
kota yang dilakukan sudah berlangsung begitu laanpa ada sosialisasi
dari pemerintah sebelumnya. Ketiga, banyaknya péiaga jabatan lurah
dan pegawai di Kelurahan Lempake sejak penetapzebiat. Terakhir,
karena tidak adanya aktivitas dari pihak pemerineahadap pengelolaan
kas desa lempake selama ini.

3. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda
Penetapan KRUS sebagai hutan kota tidak pernalsidisasikan secara
resmi kepada pemegang hak atas tanahnya, yaitietdias Mulawarman.
Selain tidak mengikuti prosedur, pemerintah punakiidmenjalankan
kewajibannya dalam memberikan insentif kepada KRWSkaitt
penetapannya sebagai hutan kota, padahal lokdsiada pada tanah hak.

Pengelolaan Hutan Kota

Pengelolaan hutan kota tidak dilakukan secara merghrena
pengelolaan hanya dilakukan pada beberapa lok#&i peimerintah saja seperti
lingkungan balai kota, lapangan soft ball seg@amnan makam pahlawan dan
perpustakaan Kota Samarinda yang lokasinya mudahgttiau oleh pemerintah
karena berada di pusat kota.

Salah satu bentuk upaya yang pemerintah lakukaamdalengelolaan
dengan melakukan pendataan ulang. Pendataan elesglpuait dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2. Hasil Pendataan Ulang Hutan Kota di Ketm&inda

. Luas
No. Lokasi Hutan Kota SK 2005 Data Ulang
1. | SMU 10 MELATI 5 Ha 5 Ha
2. | KRUS 300 Ha 300 Ha
3. | Tanah Pemkot 5 Ha 5 Ha
4. | Hutan Kota Belakang Rumah Jabatan Walikota 1,75 Ha 1,8 Ha
5. | Asih Manuntung 0,25 Ha 0,25 Ha
6. | Pesantren Hidayatullah 1 Ha 0,38 Ha
7. | Tanah Pemkot di Makroman 167 Ha 167 Ha
8. | Tanah Pertanian Terpadu 20 Ha 0 2 Ha
9. | Kas Desa Lempake 3,5 Ha 3,5 Ha
10. | Fakultas Pertanian Unmul 6,5 Ha 3,84 Ha
11. | Pesantren Nabil Husein 9,75 Ha 9,75 Ha
12. | Pesantren Syachona Cholil 0,25 Ha 0,25 Ha
13. | Rumah Potong Hewan 2 Ha 5 Ha
14. | Hotel Mesra 2,3 Ha 0,7 Ha
15. | Jalan Pembangunan Voorfo 0,48 Ha 2,6 Ha
16. | Lingkungan Balai Kota 7,64 Ha 268 Ha
17. | Lingkungan Lapangan Softball GOR Segiri 50, Ha 0,25 Ha
18. | Perpustakaan Kota Samarinda 0,6 Hag 0,5 Ha
19. | Ujung Timur Jembatan Mahakam 15 aH 2 Ha
20. | PT. HARTATY 60 Ha -
21. | PT. Gani Mulya 0,097 Ha 2,75Ha
22. | PT. Sumber Mas 85 Ha 85 Ha
23. | PT. Sumalindo 3,6 Ha -
24. | Taman Makam Pahlawan 0,52 Ha 041, Ha
25. | PT. KIANI (Teluk Cinta di Selili) 6 Ha 13,2 Ha
Total 690,237 Ha 633,07 Ha

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda

Setelah dilakukan pendataan ulang, luas hutan pada SK Walikota
Nomor 178/HK-KS/2005 telah mengalami penurunanasehir,167 ha yakni dari
yang sebelumnya 690,237 ha menjadi 633,07 ha. Rirpansentase hutan kota
saat ini hanya 0,88 %, atau turun dari yang tadingé % dari luas wilayah Kota
Samarinda sebesar 71.800 ha, padahal aturan mihutah kota adalah 10 %
dari luas wilayah perkotaan, dan hal ini berartiviba Kota Samarinda masih
memiliki kekurangan sebesar 9,12 %.

Distanbunhut juga melakukan perencanaan terhadasitokasi yang
akan direncanakan untuk menjadi hutan kota. Adapmkasi-lokasi yang
direncanakan adalah Balai Besar Dipterokarpa, TaRamkot Makroman,
Kampus Poltanesa (Poliagro Samarinda), dan TamdayauKaltim.

Namun, selama ini tidak ada pemantuan dan evayaesj pemerintah
lakukan terhadap lokasi-lokasi hutan kota dengdih deenganggap bahwa tanpa
adanya perda hutan kota, pemerintah tidak memdésar untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi. Padahal PP Nomor 63 T200& dan Permenhut
Nomor P.71/Menhut-1/2009 yang didukung dengan SkKalikéta Nomor
178/HK-KS/2005 pun sudah cukup mampu untuk menjddsar dalam
melakukan pengelolaan hutan kota.
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1. Hutan Kota Balai Kota

Pengelolaan hutan kota yang berada di tanah négadékelola oleh tiga

instansi pemerintahan sekaligus, yakni Dinas PremarPerkebunan dan
Kehutanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, seras OData Kota.

Bentuk pengelolaan yang dilakukan berupa kontriladam pemberian
bibit dan tanaman dimana pemeliharaannya bersilatrs Pembangunan
sebuah pusat perbelanjaan di samping lokasi hudtmiki diyakini tidak

menggunakan lahan hutan kota karena masih beratia lptasan tanah
pemilik bangunan tersebut. Hutan Kota Balai Kotaupekan salah satu
lokasi hutan kota yang mengalami penurunan luaal &@ena adanya
pembangunan gedung serta lahan parkir yang menaakahhijau di lokasi

ini.

2. Hutan Kota Lempake

Pelaksanakan kebijakan pemerintah terhadap peagaltbkasi hutan kota
yang berada di tanah kas desa lempake masih bdjatandan. Hal ini

tidak sesuai dengan ketentuan pada Permenhut NembtMenhut-11/2009
dari Pasal 32 hingga Pasal 43 yang mengatur sdelms mengenai
pengelolaan hutan kota. Kas Desa Lempake berada taadgung jawab
pemerintah, namun hingga kini lokasi hutan kota tidak pernah

mendapatkan bentuk pengelolaan apapisak dikelolanya lokasi ini oleh
masyarakat disebabkan oleh statusnya yang telaladianilik Pemkot.

Pemkot pun tidak pernah melakukan koordinasi texpadelurahan
setempat untuk melibatkan masyarakat dalam pergeloya.

3. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda

Pengelolaan KRUS dilakukan pihak pengelola dengakedpsama
bersama Pemkot Samarinda melalui Piagam KerjasanoanoN :
871/0T/2001-556.6/28/2001 pada tanggal 17 FebrR@fil yang pada
tahun 2007 perjanjian kerjasama antara Universitegawarman dan
Pemerintah Kota Samarinda dilanjutkan kembali deng@nandatanganan
Piagam Perjanjian Kerjasama No. 191/J17/PP/2007Ntan 80/001/HK-
KS/11/2007 tertanggal 17 Februari 2007. Kesepakaweebut bertujuan
untuk promosi dan pengembangan KRUS sebagai satahobjek wisata
berupa Taman Rekreasi dan sebagai Pusat PendidizanPenelitian
Universitas Mulawarman dengan pihak lain. Komunikasg pemerintah
lakukan terhadap KRUS sama sekali tidak berkaitamgdn pengelolaan
KRUS yang telah ditetapkan sebagai hutan kota.

Secara garis besar, pengelolaan terhadap KRUSukdakdengan
baik karena memiliki perencanaan yang matang. KRd&rupakan
wahana/tempat pendidikan, penelitian, pengembaiigan pengetahuan,
peragaan dan rekreasi alam. Selain fungsi utanselet, KRUS juga
berfungsi sebagai suatu kawasan lindung dan koasieyang mempunyai
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fungsi strategis dan nilai ekologis yang sangaginDalam pengembangan
KRUS yang meliputi luasan 300 Ha, wilayah KRUS dibaenjadi 3 zona
utama, yaitu zona koleksi (seluad®0 ha), zona konservasi (selua$36
ha), dan zona rekreasi (selua€5tha).

Hasil Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota

Setelah dilakukan perbandingan dalam pelaksanaayelgmggaran

hutan kota di Kota Samarinda, ditemukan adanya rephepersamaan dan
perbedaan. Persamaannnya dapat dilihat dari kdtlasi penelitian yang

memenuhi aturan standar minimal dari suatu lokasarh kota yaitu 0,25 ha.
Selain itu, ketiganya pun sama-sama memiliki mantaghadap lingkungan

sekitarnya. Sedangkan, perbedaan yang terjadpdayielenggaraan hutan kota di
tiga lokasi penelitian disebabkan oleh :

1.

Hutan Kota Balai Kota ditetapkan menjadi hutan keggak tahun 1992 dan
diperbaharui pada tahun 2005, sedangkan Hutan Ketapake dan Hutan
Kota Kebun Raya Unmul baru ditetapkan menjadi hitata pada tahun 2005
melalui SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005.

. Perbedaan dalam status kepemilikan tanah. Hutaa Bakai Kota dan Hutan

Kota Lempake berada pada tanah negara, sedanghkan Kota Kebun Raya
Unmul berada pada tanah hak.

. Tidak diterimanya kompensasi dan bentuk insentdpap bagi Hutan Kota

Balai Kota dan Hutan Kota Lempake disebabkan kal@esinya yang berada
pada tanah negara. Sedangkan, bagi Hutan Kota KRaya Unmul yang
berada di tanah hak, kompensasi maupun insentk tigernah diberikan
karena tidak adanya komunikasi dari pemerintahatergenetapan lokasi
KRUS sebagai hutan kota.

Adanya penurunan luas hutan kota pada Hutan Kotai Bata. Hal ini
disebabkan karena pembangunan gedung dan lahanyzarg turut memakan
area Hutan Kota Balai Kota. Sedangkan Hutan Kotagake dan Hutan Kota
Kebun Raya Unmul tidak mengalami penurunan luassimgamasing
dikarenakan sulitnya akses yang ditempuh menuju Besa Lempake dan
keberhasilan pengelola KRUS dalam mempertahankaer&daan KRUS.

. Keberadaan Hutan Kota Balai Kota tersosialisasidangan baik kepada

masyarakat luas karena lokasinya yang berada diakelkota dan adanya
papan nama yang berada di lokasi tersebut. Namidak tada bentuk
pensosialisasian apapun bagi Hutan Kota LempakeHidan Kota Kebun
Raya Unmul, baik kepada kelurahan wilayah hutara lsgtempat maupun
kepada pihak pengelola.

. Adanya perbedaan perlakuan dalam pengelolaan katapnmeski Hutan Kota

Balai Kota dan Hutan Kota Lempake sama-sama bgrada tanah negara
namun pengelolaan hanya dilakukan pada Hutan Kalai Bota. Sedangkan,
Hutan Kota Lempake tidak pernah mendapatkan bepa&rkatian apapun.
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Sementara, Hutan Kota Kebun Raya Unmul yang bepstk tanah hak
mendapatkan pengelolaan yang baik dari pengelold¥XRebagai pemegang
hak atas lokasi tersebut

Kesmpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mienaeberapa kesimpulan

sesuai dengan fokus penelitian.

1. Penunjukkan hutan kota sebagai tahap awal penygdeman hutan kota tidak
dijalankan pemerintah sesuai dengan prosedur y@mg a

2. Penetapan hutan kota pada tahun 1992 dan 2005disiagialisasikan kepada
pemegang hak atas tanah yang dijadikan sebagan kota maupun kepada
masyarakat umum. Penetapan yang hanya terjadi dala tkrsebut
menunjukkan bahwa penetapan hutan kota hanya diboaik sekedar
formalitas saja. Selain itu, penetapan yang dibigstk memiliki kekuatan
hukum yang jelas karena tidak mengikat lahan-laiatan kota untuk tidak
diubah peruntukkannya.

3. Dalam hal pengelolaan hutan kota, pengelolaan hkta tidak dapat
terselenggara dengan maksimal dikarenakan pengeldhatan kota yang
hanya dilakukan pada beberapa lokasi milik pemenirgaja. Lokasi Hutan
Kota Lempake yang berada pada tanah negara plntéidelola dengan baik.
Selain itu, pemerintah cenderung mengabaikan pelagel hutan kota yang
berada pada tanah hak karena tidak ada pemantangndiylakukan di lokasi
hutan kota pada tanah hak.

4. Secara umum, pelaksanaan penyelenggaran hutandkd{ata Samarinda
memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Pensanyaadapat dilihat
dari ketiga lokasi penelitian yang memenuhi atwgt@mdar minimal dari suatu
lokasi hutan kota yaitu 0,25 ha. Selain itu, ketigapun sama-sama memiliki
manfaat yang dapat diberikan terhadap lingkungitasaya. Sedangkan,
perbedaan yang terjadi pada ketiga lokasi penelitéssebabkan oleh :
Pertama, penetapan Hutan Kota Balai Kota terjadi sejakumahl992,
sedangkan Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebaya RJnmul baru
ditetapkan menjadi hutan kota pada tahun 20C%lua, perbedaan dalam
status kepemilikan tanah dimana lokasi hutan ketada pada tanah negara
dan tanah hakKetiga, penurunan luas yang hanya terjadi pada Hutan Kota
Balai Kota saja.Keempat, hanya lokasi Hutan Kota Balai Kota yang
tersosialisasi kepada masyarakat umum. Kelimaepeadn dalam pengelolaan
hutan kota yang merupakan tanggung jawab masingigaengelola. Hutan
Kota Kebun Raya Unmul yang berada pada tanah hakdapatkan
pengelolaan yang baik dari pengelola KRUS. Sedanghkatan Kota Balai
Kota dan Hutan Kota Lempake yang berada pada taggguab pemerintah
mendapatkan perbedaan perlakuan yang disebabkai Iasi hutan kota
dari pusat kota.
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Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengenarkadaran-saran sebagai

berikut ini :

1. Karena penunjukkan hutan kota yang masih belum rketngrosedur yang
tampak dari lokasi KRUS yang tidak mendapatkangtejsan dari pengelola
terlebih dahulu, adanya lokasi hutan kota yang kticdaemenuhi aturan
minimal, serta luas hutan kota Samarinda yang tidaknenuhi syarat, maka
pemerintah harus lebih memperhatikan aturan datasep penunjukkan suatu
lokasi untuk menjadi hutan kota. Selain itu, dipkain komunikasi kepada
masing-masing pemilik tanah yang disertai dengambeeian kompensasi
untuk menghindari terjadinya perubahan peruntukiadan hutan kota yang
berada pada tanah hak. Pembuatan Raperda tentéag kata diharapkan
mampu menjelaskan pedoman dan teknis penunjukkan kota dengan lebih
rinci.

2. Berkaitan dengan penetapan hutan kota yang masiimbiersosialisasikan
dengan baik, baik kepada masyarakat maupun pemégénignah atas lokasi
hutan kota, maka pemerintah harus lebih intensrdatemberikan sosialisasi
yang bisa dilakukan pembuatan papan nama hutan getgnjian kepada
pemegang hak atas tanah yang dijadikan hutan Hata,sosialisasi kepada
masyarakat. Sementara, terkait penetapan hutanyk&ata hingga kini masih
belum memiliki kekuatan hukum yang dianggap jelgang terlihat dari
pemberian anggaran yang minim bagi hutan kotak tidasedianya lahan
untuk menjadi hutan kota, dan sering terjadinyallpginan peruntukkan lahan
hutan kota, maka pemerintah sudah seharusnya segemsbuat payung
hukum yang kuat terhadap hutan kota yang dapa&utiéan dengan pembuatan
Peraturan Daerah, pembuatan perjanjian antara peatfedengan pemegang
hak atas tanah, dan dengan dilakukannya peninjeerabali terhadap pasal-
pasal yang tercantum dalam kebijakan hutan kotar agaksud yang
dirumuskan dapat dipahami dengan jelas dan tidakmimilkan makna ganda
atau salah persepsi di berbagai kalangan. Selairpérubahan peruntukkan
lahan hutan kota harus terlebih dahulu memiliki ggamti lahan dengan
minimal luas wilayah hutan kota yang akan diubatupeikkannya.

3. Oleh karena pengelolaan hutan kota yang tidak ukiak pada semua lokasi,
karena masih terdapat suatu lokasi yaitu Kas Demaphke yang tidak
mendapatkan bentuk pengelolaan, maka pengeloladgan hikiota harus
diberikan pemerintah secara merata kepada selokaisilhutan kota. Apabila
pemerintah merasa tidak sanggup dalam mengelalauselokasi hutan kota,
maka pemerintah dapat melibatkan masyarakat daéargegtolaan hutan kota
dengan memberikan hak pengelolaan kepada masydailata hal tersebut
turut diatur dalam Pasal 33 Permenhut Nomor P.7dfdell/2009.

4. Oleh karena ditemukan adanya perbedaan perlakuag terjadi dalam
penyelenggaraan hutan kota, maka sudah seharusmexiptah memberikan
perlakuan yang merata dan tidak hanya cenderureylpkdsi hutan kota milik
pemerintah saja. Baik lokasi hutan kota yang berpdda tanah negara,
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maupun yang berada pada tanah hak sudah sepatibemkan perlakuan
yang sama sesuai dengan ketentuan yang tercantuam daturan
penyelenggaraan hutan kota.
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